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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupatcn Lembata (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3967); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor i04, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Infonnasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lem~aran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); ~ + (J 

Mcuirnl 11 1 nhw 1 I< nv rg ns i stunting merupnkan ebuah 
p ind k ,t in int rv in i yun dilakuknn ar 
t rint gr i, t erkoordinir dun bcr ma-sama pada targ t 
s is: r n wilny h g o rr Iis dan rurnah tan a prioritas 
untuk m n ah tuntinq; 

b. L> hwa D .sa merniliki p ran y ng sangat strategis dalarn 
upa a p in ~ .gahan dan penanganan stunting sesuai 
k w n ngan yang dimiliki desa sehingga perlu 
m ernberikan rujukan kepada desa untuk merencanakan 
don m laksanak n k i tan-kegiatan dalam mendukung 
upaya p ·n e rahan dan p nanganan stunting; 

c. bahwa b rdasark n pertimbangan sebagairnana 
dim ksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
P ratur n Bupali lentang Peran Desa dalam Pencegahan 
dan P nanganan Stunting Terintegrasi. 

nurwn LEM ATA, 
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nd n - n .n t mor J tah un _ ) 1 
t mt r, Perri rintahnn D erah [Lcrnb ran Nr.gur 
R publik Ind n ia Tahun 2014 Nomor 58, Tamb an 

mbaran N ar Rcpublik lndonesi Nomor 5 7 ~ )· 
5. P raruran P merintah Nomor 43 Tahun 2014 t nt.a.n 

tentang Peraturan P laksanaan Undang-Undang Nomor 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indone ia Nomor 5539) sebagaimana 
elah beberapa kaJi diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pernerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- ndang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomorl23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik indonesia 
Nomor: 2269/PerMenkes/XI/ 2011 tentang Pedoman 
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan 
dan Pembinaan Pernberdayaan Masyarakat Bidang 
Kesehatan; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 
teritang Pernantauan Pertumbuhan, Perkernbangan clan 
Gangguan Tumbuh Kernbang Anak (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Serita Neg,a Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); ~+ ~ 
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Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat; 
Instruksi Menteri Dalam Negeri Rebublik Indonesia 
Nomor: 440/ 1959 / SJ tentang intervensi 
penanganan stunting terintegrasi Tahun 2018; 
Surat Menteri Dalarn Negeri Republik 
Indonesia Nomor 440/ 7607 / Bangda tentang 
Pel~sanaan lntervensi Penang~,, stunting 
Tenntegrasi di Kabupaten/Kota; 1 + /... 

1 

, .~, Pt·nt 11,r 111 Mr·n ,,. i flr:n:rw UHi ar I r>,:ml un !Unllf 
iniorml/ r,~pul11 I 1t.lun l'r: 11 ·1111 urn f',:mbunt:~un "'. 
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Tuhun or Nmnnr I 4' I; . . 
1.,1 p~rnturun Mcnrcri Oulum Ncgcn Nomor zo :nhun zo I 

1 ·nl Jrl~ p n~ -Iolunn Ke urm ran D so_ fBc~tn Negnru 
Rr.ublik Indonesia Tnhun 20 J B Nomorh I l l: 

5 I' ·mruran Mcnleri D su , P ·m~angunan . Da rah 
I. · T rtinggn.J, dun transmi raai Rcpubhk lndones1 Nomor 

17 Tuhun 2019 Tcnlrulg Pedornun Umum Pembangumm 
dnn Pemberdayaan Mosyarakal De (Serita Negara 
R ubJik Jndone in Tahun 2019 Nomor J 261); 
p rarurnn Mentcri Kcuangnn Nomor 61/PMK.07.2019 1 

· r ntang Pcdoman Penggunaan Transfer ke Daerah. dan 
Dann Dcsa untuk mcndukung Pelaksanaan Kegaatan 
Interv nsi Pencegahan Stunting Terintegrasi; 

17. p rnruran Gubemur Nusa Tenggara Timur Nahomord7 l 
Tahun 2019 ten tang Aksi Percepatan Penceg an. an 
Penanganan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Dacrah Provirisi Nusa 
Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 72); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lernbata Nomor 15 Tahun 
2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata 
Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lernbaran Daerah 
Kabupaten Lembata Nomor 15); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 
2017 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lernbata 9 Nomor ); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 
6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata 
Nomor 6); 

21. Peraturan Bupati Lembata Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Lembata 
Tahun 2019 Norrior 2); 

Memperhatikan · 
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D Jam p n tur n Bupati ini an dirnaksud d n an: 
J. On rah ad luh Kubupat n Lemba . d p an knt Daerah eh gai un ur 

· h D h dnlnh Bupau an r P mcrint Cl r lln 

p nyel n ara P me::~ntahan Da rah. 
Bupati adalah Bup ti Lernb ta. . · · dalah 
Org nisa i p rangkat dnerah yang selanJutnya disingkat OPD a 
Or ani i p rangk t Daerah pad Lin kup Pem nntah Kabupaten 

L m ba ta. 1 · 1 · tn a Desa dan dcsa dat tau yang di cbut dengan nama am, s~ ~JU Y 
disebut Desa, adalah kesatuan ma y r kat hukum yang memtliki batas 
,, ilayah yang berwenang un tuk m ngatur clan mengurus urusan 
pemerintahan kep ntingan masyarakat setempat berdasarkan pr~arsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ tau hak tradisional yang diakui d9:11 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah adalah kepala desa dibantu perangkat desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang/ barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

8. Anggaran dan pendapatan Be1anja Desa yang selanjutnya disebut 
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa. 

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan 
dan BeJanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 
Anggaran pendapatan dari belanja Daerah Kabupatenj kota dan 
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa 
adaJah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJM Desa) untukjangka waktu 1 (satu) tahun anggaran 

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang 
selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

12. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM 
adaJah Lembaga kemasyarakatan yang turnbuh dari, oleh dan untuk 
rnasyarakat yang merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat ft 

p 

BA 1 
KETENTUAN UMUM 

ti MlJTU KAN: 

\N JUPATJ L MBr\TA T ~ NTAN • PER.AN DE ALA 1 
AN p . NAN /\ N S11JNTfNG T RJNTE RA" 1 
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'II Jr 11 nruurn D n rrnu o ar un 
nrrrk t yang di· I 'V. r, kan 

untuk n · : kn i hal y· n , t ·r. if~ t tra ,. ':. 
17. .; ·, n o al: h .· 1 h . · tu n uk pay k · ha · n 

m ~y rnkat yan :r dik .lolz n di. J ,ngg rak 
mas arakat dalarn p ny J n an r ·m gunan kc ha tan, gun 
m rnb rd y kan m -- k d n m ernb rik kemudahan kepada 
ma yarakat dalarn m ·mpcrol h p eIayan n k esehatan da ar ntuk 
m ·mp rccp t pcnurunan an ka k ernati n ibu dan bayi 

18. Stunting adalah K ndi i g I umbuh p d pada anak balita akibat 
k kur gan gizi kronis t ru ma pad 1. 00 Hari Pertarna Kehidupan. 

19. Intervensi gisi p ifik adalah bentuk intervcnsi gizi secara langsung 
terhadap ka u stunting. 

20. Intervensi gisi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai 
keglatan pcmbangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran 
masyarakat/umum. 

21. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah 
anggota masyarakat desa/ kelurahan yang memiliki pengetahuan, 
kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat 
berpartisipasi daJam pembangunan masyarakat dan pembangunan 
parti si pa tif. 

22. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat 
bersama bagi para penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku 
pembangunan desa di bidang kesehatan. 

23. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah suatu 
kegiatan yang bertujuan untuk rnernberikan pengetahuan dan 
keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya terutama 
dalarn mendidik dan mengasuh anak balitanya serta memantau 
perturnbuhan dan perkembangan anaknya. 

24. Konvergensi stunting merupakan sebuah pendekatan intervensi yang 
dilakukan secara terintegrasi, terkoordinir dan bersama-sama pada target 
sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah 
stunting. 

25. lntegrasi adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang sating 
berbeda daJam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola 
kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. f ~ J 

J :- • 
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(1) Pemerintah Desa menetapkan kebijakan pencegahan dan penanganan 
stunting terintegrasi di desa berdasarkan kewenangan Desa. 

(2} Kegiata.n pencegahan dan penanganan stunting yang menjadi kewenangan 
desa, antara lain, meliputi: 
a. pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu melalui kegiatan: 

1) penyediaan makanan bergizi untuk Ibu Hamil; 
2) penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 

0 - 6 bulan; 
3) penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 

7 - 23 bulan; dan 
4) penyediaan makanan bergizi untuk balita. 

b. penyediakan akses terhadap air bersih; 
c. penyediakan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga]; 
d. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi; 
e. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan k luarga 

berencana (KB); 
f. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada orang tua· 
g. Penyuluhan pendidikan gizi masyarakat; 
h. pemberian pengetahuan tentang k sehatan s ksual dan rcproduksi 

serta gizi kepada remaja; 
1. peningkatan ketahanan pangan dan gizi di D sa; 

J. pelayanan kesehar lingkungan (seperti penataan arr limbah d ~ 
Jain - Jain); i rl. 

Pasal 3 

Bagian Kesatu 
Kew enangan Desa 

KEWENANGAN DESA DAN PERAN DESA DALAM 
INTERVENSI PENCEGAHAN DAN 

PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI 

BABllI 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini a?ala:1 untuk .memberikan 
kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam 
merencanakan dan melaksanakanan Kegiatan dalarn mendukung upaya 
pencegahan dan penanganan stunting di Desa 

(JI Moksud dir etapkanny Pera tu ran Bup ti ini adnlah scb ai pedoman 
Dcsa dalam mcrencanakan, rnelaksanakan dan meng ndaliknn ke · 
interverrsi p ncegahan dan perian anan Stunting di tingkat Desa. 

Pa sul 2 

BAB II 
MAK UD DAN TU UAN 

, p nm, ran in rim p.:llt'f'~ 1lm11 
pndunn pm ~ dun talaup. n n n run an dur 
tingknt rl ·. 1 den run rneru; plim lkun suml ·rd " dr. bui um 
mununiu muupun k I ·mbu uum I dr: kc d I m p mh rn un n 
d ·s I b rdnsnrkun k ·wenan zan dc9 1 
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( 1 J p m rinrah D a merniliki peran dalam pelaksanaan Konvergensi 
penc gahan dan penanganan Stunting terintegrasi di Desa. 

(-} p ran p merintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
meliputi: 
a. melakukan konvergensi dalam perencanaan, penganggaran dan 

pengendalian atas program dan kegiatan pembangunan Desa untuk 
mendukung pencegahan stunting; 

b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan 
paket layanan intervensi gizi prioritas; 

c. meiakukan pendataan terhadap kelompok sasaran terkait stunting dan 
cakupan layanan dasar kepada masyarakat; 

d. memben tuk dan mengembangkan Rumah Sehat sebagai sekretariat 
bersarna yang berf ungsi sebagai ruang belajar bersama, penggalian 
aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, forum 
masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial; 

e. menyeJenggarakan rembuk stunting di desa; 
f. menyusun rencana aksi pencegahan dan penanganan stunting di desa 

yang terintegrasi dengan pembangunan desa; 
g. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan p Iaku desa 

lainnya yang terkait dengan percepatan pencegahan dan penanganan 
stunting terintegrasi; 

h. melakukan pemantauan pelaksanaan progrr kegiatan pencegahan 
dan penanganan stunting terintegrasi; t f-( 

Pasal4 

Paragraf 1 
P merintah D sa 

B gian K dun 
P r n Desa 

it s KPM; den [. 

u. 

sarana pm a.na/ infrastruktur r. 

izi, I . hntnn, air 
p In kon umsl don 

an rk , 
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Kader Posyandu berperan : 
a) menggerakkan sasaran ke posyandu; 
b) melaksanakan pendaftaran, pengukuran tinggi badan dan berat badan 

pencatatan, pen1uhan gizi dan pelayanan kesehatan dalam pelay anan 
posyandu; \ t- ( 

Pasal 11 

Paragraf 8 
Bidan Desa dari Kader Posyandu 

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Sub Pembantu 
Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) dan Kader Bina Keluarga 
BaJita (BKB) berperan sebagai pendata PUS, remaja, keluarga yang pun) a 
balita dan remaja dan memfasilitasi pembentukan BKB (Bina Keluarga Bali ta), 
PIK-R (Pusat Infonnasi dan Konseling Remaja), BKR (Bina Keluarga Remaja) 
serta memfasilitasi kegiatan BKB, PIK-R dan BKR 

Pasal 10 

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub Pembantu 
Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) dan Kader Bina Keluarga 
Balita (BKB) 

Paragraf 7 

( 1) Bunda PAUD b rperan mernotivasi masyarakat dan para pernangku 
k "P ntingan di Des untuk rnenyediakan layanan PAUD yang berkualitas; 

(2) Peron sebagairnana dimak ud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 
mendorong terciptanya Jayanan PAUD Holistik lntegratif yang mencakup 
peraw a tan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, pcrlindungan dan 
kesejahter an anak usia; 

Pa al 

Bund PAUD dan P .ndidik/ Peng suh 

f . 

kurnngan d m -nruk T nurna 

b .nn •. 
n rncrn n 

nu n 11p11' r- upu j 

neluku Ill r .r w l1rn n 1 .,,t:. , · r 

J 
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1 J saran utama Intervensi penc gahan stunting adalah: 
a. Kelompok sasaran 1.000 (seribu) hari jrtama kehidupan; dan 
b. kelompok sasaran usia Iainnj a. t-t._ 

Pasal 17 

Ketiga 
Sasaran intervensi 

(1) Pencegahan dan penanganan stunting dikelompokan dalam 5 (lima) paket 
layanan intervensi yang rneliputi : 
a. Kesehatan ibu dan anak; 
b. Konseling gizi terpadu, kebersihan dan pengasuhan orangtua; 
c. Air bersih dan sanitasi; 
d. Layanan PAUD 
e. Perlindungan sosiaJ; dan 
I. Ketahanan pangan 

(2) Pelaksanaan paket Jayanan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memperhatikan sasaran intervensi, bentuk intervensi dan kegiatan 
intervensi serta pemantauan indikator dan penilaian dengan menggunakan 
score card at.au formulir penilaian konvergensi desa sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

PasaJ 16 

Bagian Kedua 
Paket Layanan Intervensi 

Pa. uJ JS 
t I I 8 •rituk . 

t rdjrj ,~l rvenf.:i ~ 
In 4..l : 1-"'-0C<"gnJi 

b .l l rven i a· · un Stunting b i kelompok-k lompok . n uan · nt "rv 11Z1 Sp . (2 J l en i G. . es1fik;dan 
nterven · . ~1 nsiur 

rn 1 GlZl S · nya ar P sifik eb . 
a. kecuki.J P nyebab Ian g •.m°:°o dimak ud padn ayut ( l) huruf a 
b. Pernb pan asup n rn :ung t l]admya stunting, mcliputi : 

er1an rnak· a nnnn dan gizi; 
(3) I· Pengobatan infi akn~, pcrawalan dan pola aauh.dan 

ntervensi G' . s1/penyakit. ' 
rneJipuu: 1121 

Sensitif sebagrumana di maksud pada ayat ( 1) huruf b, a pe . . Tllngkatan ak 
c ses Pangan bergizi; 

b. peningkat k 
anak an esadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan , 

c. peningkata ak d . n ses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; 
e · ien!ngkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; dan 

· enmgkatan kesadaran, komitmen dan praktek pola asuh yang ramah 
terhadap ibu hamiJ, bayi, anak dan remaja 

IN?", Rv 
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Pasal 19 

( l) Ket?atan intervensi prioritas sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 18 huruf 
a dJlak anakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi: 
a. Ibu harnil: 
b. ibu men~sui dan anak usia 0-23 bulan. 
c. anak usia 24-59 bulan; dan 
d. remaja putri dan wanita usia subur. 

(2) lntervensi prioritas dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 ) huruf a diJaksanakan rnelalui kegiatan: 
a. pemberian rnakanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok 

miskin dan atau Kurang Energi Krenik (KEK) ; dan 
b. pemberian suplemen tablet tambah darah. 

(3) lntervensi prioritas dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diJaksanakan melaJui 
kegiatan: 
a. promosi dan konsel.ing menyusui; 
b. promosi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) ; 
c. tata laksana gizi buruk; 
d. pemberian rnakanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;dan 
e. pemantauan dan promosi perturnbuhan. 

(4) lntervensi prioritas dengan sasaran anak usia 24-59 bulan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) hu.ruf c dilaksanakan meJaJui kegiatan: 
a. tata Iaksana gizi buruk; 
b. pemberian makanan tarnbahan pemu1iban bagi anak kurus; dan 

c. peman ta uan dan promosi pertumbuhan 
(5) Inrervensi prioritas dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur 

sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dilaksrakan m lalui 
kegiatan pemberian suplemen tablet tam bah darah. t t-/..._ 

15 , yat 

Po uJ 18 Ke 'atan 
( 11 ln .... ·( Int •rv n i Giz! 1 ~ u P ifik seba airnnnn dirnak sud dnlarn Pa 

1 , terdiri ata 
b · · nl rv n i Priorita · 
.: j~:e~~cnsf ?e_nd.uku1n · dan 

ns, pnontas ~esuai kondisi tertentu. 

B~ inn K crnp 
Kcgmlll.n lntcrv n ,i 

purri; cJ. n 

· JJ buJ· 
· ug,,inmnLa d1muJ• ud rmcJ 1 nyu ( J J ,u f 

bu "JI n 1r11 u, -n HT , kt:t,uJup· n 



Dipindai dengan CamScanner 

'1} Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
at I I) huruf b, meliputi: -\ t- ( J 

PasaJ 22 

H ing n. 
esuai kondi tertentu ebagairnan 

(4) dapat di nrnbah se uai 

24- 

, . 
h I ii 
el, lui 

n I w i 0·:~.1 L I 111; nn 
:t. 

, rtr ntu .. ,•bi , 11nwri, 
rd , i rk.rn domJ r,k 

n j prwn u, 
1 :i:: I 

{-I J 

t!/1 ( l,tr : d Ill 

ti tl I). • b rl II I 

~ I •t I ,11' 



Dipindai dengan CamScanner 

Tah_ap~ intervensi pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Desa 
mel1puti: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; dan 
c. pemantauan dan pengawasan mandiri desa. t\{ J 

PasaJ 23 

Bagian Kesatu 
Um urn 

BABV 
TAHAPAN INTERVENSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN 

STUNTJNGTERlNTEGRASIDIDESA 

kc. h ,wn cir n , lzi 

II , 1n1l1' 

pr 11 I ,,1 
I, I . ,,, p,·,1 

t fl n •k,11 rrl1111 
r )I 1111 I II air . ","JI "t .• d , , I rn 1111 ''" '",' J ,,, Hf1 rl ,,, ·r J,. ., •ltr I lk'ln 1t111w 

d I ·11 • dun •. J.11rn11111,· •111111 1:•· l11ri , ... ,, uun. 
I )I 111 Ik ,, ,fl ,,, ,, 1 1 j I I , 11 i 1 , , 1 • 1 ri a I : ,. " I )f• 11 J,,. , , ti 111 d 11 11 • ;· u I 

''' "'' I . . P•1r1w " ' I .,,,, '·~·,,, II Pd11 \11 ·r, l I 
,t iJ ,: ( I J fr11r11f ,1 . ur n1111um 
t,. ck: ur rn1n11rn . n1rltpL,r1. 

FJJ I .• ·• 'tni1 •11 Yun,i urnuri· n n 
t·11ingk111u11 k. 'Hn~ 111 ok . 

: ('uug ai ' ,, ~, dun . u . rn11n11 lirnuk f kuuJ,1 nt pclu un an 
. " <'' I Ur p cl ) b f-}f' ll 'nn n k " u ''' ( I h ir-uf b, m ·II ut i: 
. k~ .• lnn1. rluur " r n ,,n . • •nun K • · 11 t R b r.•· hntnn Nn ion I (JKN)·unn ..J) . • n1u11n u . · • nin1:k tnn k n . tun II bngi ketunr , a mn mompu. 

nuk .-, .bu . u nrun, komitm n prukt..ik p nw• uhon d m Rizi ibu dnn 
8 cm n di · · n. pcny b rl u .•moksud. p idu n -nt { J) hu~f , .mel.1put1:. 

b p . uosnn inf rrnn Im I I i b r bnnni m ·d,a d, sa, 
· ny dmon kons lin , pcrubuhen p r iluku nntnr prib di; 

d: :~~ dd!oo.n kon cling p n asuhnn untuk ornng tu ;ak . dini d O 
J JOon ukses PAUD promosi timulnn an usra ' 

P"m ' nrouan tumbuh kernban urink: . 
P "n r di an kons Jin kcsehatr n dan reproduksi untuk rcmoJa; 

f. pemb ~do aan per rnpuan dan p rJindungan anak; 
g. P nycd1 an akscs BKB-Hl/ BKB-Stuntirtg /BKB Emas; . 

_h • P~ at Infonnasi Kcsehatan Reproduksi R maja (PIK-RemaJa); dan 
J. !3ma Keluarga Remaja. 

(SJ Penmgkatan ak es pangan bergizi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
hurur d, m liputi: 

· ak es Bantuan Pangan Non-Tonai (BPNT) bagi keluarga kurang mampu; 
b. akses fortifikasi bahan pangan utama yakni tepung terigu, gararn, 

minyak goreng; 
c. akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);dan 
d. penguatan regulasi mengenai Jabel dari ikJan pangan. 



Dipindai dengan CamScanner 

(1) Sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 
huruf a, clilakukan kepada masyarakat desa dengan tujuan 
menyebarluaskan informasi konvergensi pencegahan dan penanganan 
stunting di desa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat 
desa, BPD, dan masyarakat desa tentang prograrn/kegiatan pembangunan 
desa yang secara khusus ditujukan untuk mernpercepat pencegahan dan 
penanganan stunting dan dikelola secara konvergen. 

(2) Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan Jedia yang disesuaikan 
dengan kondisi objektif yang ada di desa. i r L 

Pasal 25 

l u I r, a\ - d lurn 

I • r,1 rt J 
\\·r ii I J J 'kt; ir •. n n . 
I. • t t,i, I' . rn lrh p .. 1urn11n11 am 

t '. 1 ·~, 1 k rn rm 
. ny1n nn L'p tk n P .r • mr.lipu 

. p ·nd n "1; n pormn ~nnun srunrin . 
d un tcrh d 

. P rnbentuknn d ap krJ m k u. rnn; 
· rnbuk ,,tu · P n em nn n RDS· 

f. lntr_ rus th nt!{19 d ~ . . 
d •, a. u I r ern uk tuntinq k nlurn ncun n pem n~unun 

( ) DaJ me . 
dip rJuk n uri . n n an ·n h n d penn.ng n n :5tun_ttng 
a. d ~ kcterp duun datn konvcrgcn i pence rahan stunting, meliput.1: 
b prim r; 

· d t skund r: 
· da arra]] k• b . nee ahan stunting . a utuhan dan penyusunan k gmtan pe 
di d ; d n 

d. data l rintegr si. 
(J) Data prim r pcncegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat l2) 

huruf a, paling kurang mcliputi: 
a. dat kondisi penyedia Jayanan; 
b. data sasaran: 

' c. data prioritas masaJah;dan 
d. data cakupan Intcrvensi 1 · 

(4) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara run: 
a. Profil Desa; 
b. RPJM Dcsa; 
c. Indek Desa Mernbangun (IDM); 
d. sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM); dan 
e. rumah dataku dikampung KB (Keluarga Berkualitas). . . 

(5) Data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan stuntmg d1 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) · huruf c merupakan satu­ 
satunya data yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam 
konvergensi pencegahan stunting di Desa; 

(6) Data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan 
bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan anggaran Desa yang 
mengacu pada berbagai program / kegiatan sektoral masuk desa terkait 
pencegahan stunting melalui pendekatan konvergensi pencegahan stunting 
tingkat Daerah. 

r>. ' J ii 1 ( I 



Dipindai dengan CamScanner 

(6) KPM mempunyai tu gas: . · d · D 
a. Mensosialisasikan kebijakan konvergens1 pencegahan stunttng 1 _esa 

kepada masyarakat di desa, termasuk. m_emperkenal~an ukar: 
perturnbuhan untuk pengukuran panjang/ tmggi badan baltta sebagru 
alat deteksi dini stunting 

b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK 
c. Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah 

tangga 1000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan 
stunting mendapatkan layanan yang berkualitas. 

d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDesa 
utarnanya yang bersumber dari dana desa, untuk digunakan 
membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi 
spesifik dan sensitif. 

e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia O -23 bulan 
untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak. 

f. Memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan 
pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan 
sensitif; dan 

g. Melaksanakan koordinasi dan/ atau kerjasama dengan para pihak yang 
berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan 
desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), Guru PAUD dan/ atau 
perangkat Desa. 

(7} ~al~ melaksanak~ tugasnya, KPM berhak mendapatkan penguatan 
kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya. ~( j 

( 11 Pcnviup in KP 
ll 11 h untuk M uebn im n dirnnk ml d I m Pa ul 24 oy _tl (I) huruf b 

in rnf militn . m r krut KPM unn mcmbantu P ·merinwh D sn do~m 
m n w . · ' 1 ma ynrn.kut D RD dnlurn m r n anokan, m lnk aknn an 

(21 Krit riu K~J "rnb ngunnn surnb r dnya marrusiu di de a. 
a. war do.Joh .,clmg i erikut: 
b d on s t ·mp l. 

· ~ fJ~~d.idikan minim I sek lah Lanjutnn Tingkat Pertama atau 
rniliki Iatar b ln.kang p ndidikan kc ehntan; dapat rn iliki b lk khususnya · rru 1 1 J, mampuon kornunikasi yang ai 

berb h sa d er h set mpat; dan 

(3) 
d. dap t m:ngoperasikan Microsoft Office. . . . satu orang 
KPM seba airnana dimaksud pada ayat ( 1), minimal berJumlah h 
d~ dnp t berasal dari koder Posyandu, Guru PA~D, kader kese atan 
lamya atau kader pemberdayaan masyarakat desa lamnya; 

(4) KPM dipilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan deng~ Keputusan 
Kepala Desa selambat-Iambatnya pada bulan Maret tahun her.Jal~ .. 

(5) KPM berhak mcndapatkan insentif, operasional serta kebutuh~ amd~g 
diperlukan yang kegiatan dan besaran alokasi anggarannya dimuat am 
dokumen RKPDesa dan APB Desa. 

Pa al , 



Oipindai dengan CamScanner 

'1) Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud daJam pasal 24 ayat (1) huruf 
me.ru!'akan (orum muSymrnrah antara Pemerintah Desa, BPD, Kelompo 

Peduli stunting terutama Penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku 

Pasal 29 

Pasal 28 
( l} RDS seba . 

bentuk gaunana dimaksud daJ m pasal 24 ayat (I) huruf d merupakan 
terinte P~n~organjsasian konvcrgensi pencegahan stunting yang 

,2) M ?ras1 di desa. 
ekan1sme b s b aimana dimak pem entukan dan pengorganisasiun RD se ag . 

~ud pada ayat (1) dilakukan berpedoman pada pedoman tekms RDS 
Yang dir ta kan 1 · (3) P b P o eh Kementerian/Lembaga terkar~ 

em entukan RDS difasilitasi oleh pendampmg desa dan /atau 
pendamping lokal Desa bersama pemerintah desa dibantu oleh kader 
pembangunan manusia 

(4) Fasilita.si sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan langkah­ 
langkah sebagai berikut: 
a. pemetaan penyedia Jayanan dan pelaku konvergensi; 
b. pembangunan dinamika kelompok;dan 
c. penguatan konvergensi pencegahan Stunting melalui ~DS. . 

(5) Pemetaan penyedia Jayanan dan pelaku konvergensj . sebagairnaria 
dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui wawancara, 
pertemuan kelompok serta pcnggaJian data sekunder Desa mclalui 
kegiatan: 
a. penyusunan peta sosial, 
b. diskusi tematik/diskusi kelompok terarah; dan 
c. observasi /kunjungan langsung. 

(6) Pembangunan dinamika kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b dilakukan untuk menjamin saluran komunikasi antar 
kelembagaan lokaJ desa yang representatif, setara, aspiratif serta 
membelajarkan tentang: 
a. peninjauan kembali atas hasil pemetaan layanan dan pelaku 

konvergensi; 
b. pembentukan RDS;dan 
c. penyepakatan mekanisme pembentukan, ketentuan dan agenda kerja 

RDS. 
d. penguatan konvergensi pencegahan Stunting melalui RDS 

sebagaimana climaksud pada ayat (4) huruf c dengan fokus pada 
pemanfaatan/pendayagunaan keuangan dan aset Desa khususnya 
Dana Desa untuk pencegahan stunting. 

f>a~ •LI '7 
f I I P ndatlJ 

d . un I •rh 
•muk LJd Udup i..~1 ~ claJn l'\.C (,n-,Pok 

I rnu11ngun rn 110 al -=4 su arnn [p ·m tn.nn osinl) 1>11 mirrurrin 
De .• a ·ung n rnanu:-1in d yut ( 1) huruf c dilukuknn nlch ku de r 

( ... J Pr:rr, ~•~ lergubun dnJ an/atnu Den,reior p rnbe rdnyunn mo~ yarnknl '-'-{ n as· J am RDS dunu la s ·bn . . 11 Unt k rumann d. · · .,1 rurnah u rn ngide . .•maksud padn uyut ( J) dilakuknn d1 tm,...mt 
p Iav langgn l .oon nti~kos, dan m ndatn . tntus I yanan SU oro~ 

~ an.un ~osial d (~enbu) hori perto..ma kehidupan dan kondi , 
aiqar di 0 n. 
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(1} Kepala Desa, dibantu oleh penggiat pemberdayaan masyarakat, pelaku 
pembangunan Desa dan kader pembangunan manusia yang tergabung 
dalam RDS rnengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan 
~ncegahan stunting yang termuat dalam rencana kerja sebagaimana 
dunaksud dalam Pasal 30 yang mengacu pada berbagai program/ kegi tan 
rktoral m~suk desa terkait pencegahan stunting melalui pendekatan 

nvergen J pencegahan stunting tingkat daerah."\t-l 1 

- . . 
Pasal 31 

Bagian Ketiga 
Tahap Pelaksanaan 

Pasal 30 
( 1 ) I ntegr · h · d 851 asil rernbuk stunting ke dalam perencanaan pembangunan e a 

sebagaimana dimaksud pada pasaJ 24 ayat (1) huruf f, dimaksudkan 
unruk . 
a. Memastikan usulan program/kegiatan intervensi la~anan gi7i spesifik 

dan sensitif bagi sasaran rurnah tangga 1.000 (senbu) han p~rtama 
kehidupan sesuai rekomendasi rembuk stunting dalam RDS dibahas 
dalam perencanaan pembangunan reguler di Desa guna dibiayai dari 
APB Desa atau sumber lain: 

b. Memastikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pe1:d.ana~ 
program/ kegiatan intervensi 1ayanan gizi spesifik dan sensitif bagi 
sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan; dan 

c. Memastikan ada atau tidaknya program/ kegiatan sektoral masuk 
desa terkait pencegahan stunting melalui pendekatan konvergensi 
pencegahan stunting tingkat Daerah. 

(2) Dalam rangka penanganan stunting di desa, pemerintah desa menyusun 
rencana kerja penc gahan dan penanganan stunting yang terkonverigensi 
yang berpedoman pada rencana kerja pencegahan stunting Daerah. 

(3) Rencana kerja penanganan stunting sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
harus memuat rencana 5 (lima) paket Iayanan pencegahan stunting. 

(4) Rencana kerja pencegahan dan penanganan Stunting di Desa terintegrasi 
dengan Rencana Kerja Pemerin tah Desa (RKP Desa). 

',- lit Hllf U1111,, I 
du ri I • c I rf , 

''J llllftf'lll11 I 1, rl I • Rr·nir ... ' ltl tn11• ,1J I 111,1 • II I 
::,l :· , I •l1111ri,1r1 'lr•b I I I f"I :h1111111 i1' t I It '. •ru•trrl, •h, I ,11 ,.,, I ,, 

I .1r. •d11n1 ' u1n1 in ,. u1/:i1,,u . t u n] ,111 

I 
' 

·rnu Ill 'U11ur1 LJ trl I 1v,,\\• n1f1 I u"'' •k llll p 1d11 I ,, , , , tlllul< '" 111•.111 1lr• I · ·rnf ~· 1 , .. , , 
I JUI< mu,., - tJ11t ri t., ·rik · in111~ r 11 ·t1111111111 ,)r, ,, 11, ur 
t·~~du "'!I rt,· 1 1 urnv, 

(4) u n1un Plld · • ! •rnha1 1 1 ~cn,1,uk ntu» . 11 hu~ ii rcrnbuk nm .•uln u diluh rm kn n puu11 lu1l11 .. ,,., 
• unnJ' . llmg rncrnb h tr.mr,,,r, lrnhuputr:n. 

b rn ' is ~ c,dcrhnnu l a, U! don men .rp Jknti . . 
. "'n "1.lsun daft.or r ind T> h II p irn ·tu ,11· ! ul , 

· rnerwmu, kan 1 Tn!tsolnh ung dipriorill.u1k rn untu d e l -~ ikn n ; 
d rnusofnh; dan pe Wung d n p l n i um! er d yn unt k pcm- ·ah 

. rn rurnu rk n aJ . . 
( rn nan an· tcrnaLJf kegiatnn prioritns urrt uk m n gah tlan/oLnu 5) H sil rernbu~ rna~al~ ken hatan di Desu. . 

dan/atau . stu~trng berupa kc intan priori untuk men r. h 
dan pen menangarn rn Balah kc ch t m khususnyn kcgjotan P n gnhon 
dibaha J~~anan. shmting <.Ii de a diujuk n ke p m ·rintoh nu 

s e ih JanJut sesu i rnekani me pcrencanaan pcmbangunan de' a. 

r 
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Pasa132 
0) P nom d ka b6' t pemberdayaan mas) arakat, pclaku pembangunan Desa an 

der P mbangunnn manusia yang tergabung dalam RDS mel~k~ 
pem~tauan s ti p bulan terhadap pem nuhan layanan intervensi gi.z~ 
spe ifik dan sen itif bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) han 
P rtarna kehidupan. 

(2) 1':egiatan pemantauan dirnaksud dengan berpedornan pada buku 
pendataan dan p rnantauan layanan bagi sasaran rumah tangga 1.000 
(seribuJ hari pertarna kehidupan. 

(3) Hasil perhitungan dan catatan hasiJ pemantauan bulanan akan menjadi 
dasar: 
a. masukan atas proses perencanaan pembangunan Desa; 
b. bahan advokasi pemerintah Desa kepada penyedia layanan; 
c. masukan rekomendasi dalam pembahasan Rembuk Stunting 

Kecamatan Musrenbang Kecamatan, Lokakarya Lintas Sektor 
Puskesmas, serta konsolidasi di tingkat antar Desa lainnya; 

d. peningkatan kinerja pemantauan bulanan;dan 
e. bahan sosialisasi dan penggaJangan dukungan partisipasi masyarakat. 

(4} Hasil pernantauan Jayanan secara periodik yang dikoordinir oleh kader 
pembangunan manusia menjadi bahan rapat evaluasi pada Sekretariat 
Bersarna RDS. 

(5) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara 
periodik 3 (riga) bulanan dan evaluasi akhir tahun; 

(6} Rapat evaluasi dipirnpin oleh Kepala Desa dan diikuti oleh BPD, seluruh 
kader Desa, penggiat pemberdayaan masyarakat, pelaku pembangunan 
desa, kader pembangunan manusia yang tergabung dalam RDS tokoh 
masyarakat, serta perwakilan keJembagaan masyarakat Desa yang ad 
termasuk melibatkan unsur petugas layanan dari Dinas terkait erta 
pendamping program yang ada di Desa. 

, ) Sebelum rapat ev aluasi 3 (tiga) bulanan dilakukan, kader pernbangunan 
manusia melakukan rekapitulasi hasil monitoring bulanan terkait den an: 
a. T_ingkat capaian in~ikator Jayanan penc gahan .stunting di De ; d]an 
b. Tingkat kon erg nS1 layanan pencegahan stunting di De . tt" L 

Parngrnf l 
Pemnntauan 

Tah p Bngian Kecrnpnt 
P manta tan dan P ng wasan Mandiri Dcsa 

lJ' I Deno n L, . 
ndu, PAuo LI nimunu dimnksud pndn uyot (3) yuitu 

(. J 

1.1 

r 
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5 

Pasal 36 

( 1 J ~~s~ penga" a an sebagaimana dimaksud dalam Pa aJ 34 dan PasaJ 
d11ad1kan sebagai laporan Kepala Desa kepada Pern rintah o h 

...,) Untuk menu'amin aku t b'li ra . Stun , n a J tas p lak anaan konver n i penc ah 
ttnq /aporan Kepala Desa eba aimana dimaksud p d a· ( l 

( I} P .n 
wunan P,_ .,oJ 3 

"b airnn- Pektk an rernb .. '-'UJ di n konv RDS ( } lJk Pe lllaksud doJ ahan tuntinq met lw . 
Rernbuk n a\ . n. am P al 34 ayat (J) diln.Jruk.un m ·l.aJw 
dalarn r P n aw an ~ . . 
Penc . ~ ka Pen e d . bag'- 1mana dimak ud pad uyat (1~ d1Jaku.kEtn 

(3) R apaJ tujua.n n 811 n ata efektivitas cuap pros s k gia dalam 
ernbuk pe Yang dihurapkan 

Untuk: n awasan seba Imana dimaksud p du ayat (lJ dilak nnakan 
a . merna likan . h 

ditentuJmn. pe/aksanaan ke i tan s su i dcngan renc na yang tela 
b. menjaga a , ku . ak lah 

sesuaj d gar .a11~s dari setiap ke Iatan y ng dilak an an te 
c. rn .engan kritena yang ditetapkan: 

k m?stJkan ·eJuruh pelaku penccg han stunting tclah mclakulr..a~ 
ew~iban dan tanggung jawabnya s suai dengan tugas dan fung 1 

masmg-m sing; 
d. mendapatkan penilaian t rh dap hasil p lak anaan program; 
e. mengelola pengaduan dan pcny Jc aian masalah; 
f. menyusun Japoran ha il pelaksanaan kegiatan; dan 
g. menyusun rencana tindak lanjut peJestarian dan pcmanfaatan hasil 

kegiatan. 
(4) Rembuk Pengawa an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

paling kurang 1 ( atu) kali setiap tiga bulanan/triwulan, dengan maten 
pembahasan sebagai berikut: 

', a. efektivitas pengukuran; 
b. pelaksanaan pengukuran ; 
c. pengelolaan data; 
d. pemanfaatan data hasil pengukuran; dan 
e. diseminasi dari publikasi hasil pengukuran. 

(5) Hasil rembuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dirumuskan dalam bentuk usulan dan/atau rekom ndasi perbaikan 
pelaksanaan kegiatan pencegahan Stunting. 

(6) Usulan dan /atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan pencegahan 
Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di ampaikan kepada 
Pemerintah Desa dan tembusannya disarnpaikan k pada: 
a pelaksana pengukuran stunting; 
b. penyedia layanan konvergensi;dan 
c. Pemerintah Daerah. 
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( 1 Upa_ ·a ronvergensi p ncegahan stuntinq merupakan pendekatan 
.interrensi yang dilakukan secara terintegrasi terkoordinir dan 
bersaroa-sa.ma ·ang melibat.kan OPD termasuk kecamatan dalam 
perencanaan, Pelaksanaan dan pemantauan kegiatan sesuai dengan 
kewenangan masing-masing· 

(2] nruk men relenggarakan in ten ensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara 
konvergen agar dapat melayani kelompok sasaran dan tepat lokasi desa, 
Pemerintah kabupaten/kota mempunyai peran yang strategis sebagai 
berikut : 

,. _ erumuskan kebijakan daerah ang mendukung upay a percepatan 
pencegahan stunting termasuk peningkatan peran kecamatan dalam 
mengkoordinasikan perencanaan, pelaksaanaan dan pengendalian 
percepetesi pencegahan stunting di daerah; 
tfensosialisasikan kebijakan terkait upaj a percepatan pencegahan 

stunting sebagai sa1ah satu prioritas pembangunan nasional 
khususnj a kepada kecamatan; 

- encanangkan komitmen bersama antara pemerintah daerah desa dan 
unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan 

pencegahan stunting secara konsisten dan berkelanjutan; 
· . en_reJenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas OPD terkai 
dan aparar desa dalam melaksanakan aksi konv ergensi/ aksi integra i 

ncegahan stunting; l { j 
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k. Me lllen p lak Pes1fik dan gizi . n ilif melolui pro es P 
"'""tik,u, b nan Anggaran OPD; .. an bupati 

lcnlarig Upa ahwa APB-0 a telnh se uni deriga n keb1Jn~laras dan 
Sinc,-gi de Ya J)ercepatan pcncegnhan stunting, scrtn s Pemerintah 
Daera1i I<a~gan Program/kegiatan dalam Rcncana KerJB desa tcntang 
APB-D Upaten melalui evnJuosi rancangan peraturan I esa· 

· Melakuk ' . tan pencegahan stuntin an l>Cngawasan terhadap pelaksanaan kegia . 
m. MclaJn,t Yang dilakukan oleh dcsa; ah stunting sebaga, 

t an Penllaian Jdnerja desa dalam penceg an 
n Ugas Pembinaan dan pengawasan; tunting di daerah; 

· MempubJikasikan hasil capaian kinerja pencegaha';' 5 aha donor serta 
o Men k . . akat d u n ia. us , . ke · g oordmasikan bantuan dan masyar • ahan stunting 

Pihak lainnya yang terkait dalarn upaya penceg 
kelompok sasaran dan Jokasi dcsa; 

1 
anan intervensi gizi 

p. Bertanggungjawab untuk meningkatkan pe ay 
spesifik dan gizi sensitif kepada keJompok sasaranh.lnting dilaksanakan 

(3) Upaya kovergensi percepatan pencegahan s dan pelaksanaan 
mengikuti siklus perencanaan, penggangaran, 
pembangunan di daerah; desa dalam intervensi 

(4) Dalam menjalankan peran dan ke~en~g~egrasi di tingkat desa, 
pencegahan dan penanganan stu7:tm~ d:~gan OPD dan pemerintah 
pemerintah desa melakukan koor::~an teknis dalam pelaksanaan 
kecamatan guna rnendapatkan valuasi intervensi pencegahan dan perencanaan, pelaksanaan d~ . e. 

penanganan stunting terintegras1 d1 tmgkat desa. 
1 

. . 
(5) OPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ant~a run . 

a. Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah' 
b. Dinas Kesehatan; 

c. Dinas Pendidikan; 
d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 

g. Dinas Perikanan; 
h. Dinas Perurnahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 

1. Dinas Komunikasi dan Informatika; 
Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil; 

Sekretariat Daerah; 

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana· 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; J 

Dina Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; dan rt tn. 
n. 
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( 1) Desa wajib rnelaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku 
daJarn pencegahan dan penanganan stunting secara sistematis, konsisten 
dan berkelanjutan. 

(2) Kam pan ye sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan konteks 
sasaran dengan mernastikan penyarnpaian pesan sesuai kebutuhan 
kelompok sasaran dengan mengutamakan informasi penyadaran kepada 
masyarakat desa terkait pentingnya berperilaku hidup sehat dalam 
kehidupan sehari-hari. 

(3) Kam pan ye Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
secara berkelanjutan antara Jain melalui: 

a. pertemuan musyawarah desa; 
b. media lokaJ seperti papan pengumuman, Internet/website des dan 

produk media sosial Jainnya; dan 
c. kreasi/inovasi Desa; 

(4} ~easi/inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dapat 
~Jakukan oleh keJompok peduli stunting antara lain TP PKK De a LPM 
Bidan ~esa, kader posyandu, pengafuhf pendidik PAUD Bunda PAUD 
Desai BKB dan keJompok lainnya; rl J 
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BAB VII 
KAMPANYE DAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU 

UNTUK INTERVENSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING 
TERINTEGRASJ DI TINGKAT DESA ~ 

I I 

ihun dun 



Dipindai dengan Camscanner 

(l} Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terh d 
penyelenggaraan pencegahan dan penanganan stunting 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka.n oleh OPD 
sesuei tuges dan fungsi masing-masing OPD. 

(3) Pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat ( I) ~ ol 
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengaw as. t t-/..._ J 
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BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BAB Vlll 
PEMBIAYAAN 

(1) Pernb· Pa al 39 
te · iayaan Pro stunting nntegrasj di de. gram/kegiatan konvergensi pencegahan 
a. Anggaran p sa bersumber dari: 
b. Anggar endapatan dan Bclanja Desa · 
c. Anggar: an Pendapatan dan Beianja Daerah Kab~p~~en; 
d. An an Pendapatan dan Belanja Dae rah Provmsi, 
e su ggbaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan · m er J • (2) Pembia ain rang sah. . dalarn APB Desa 

Yaan keg1atan konvergensi pencegahan stunting antara 
Y~g bersumber dari Dana Desa berdasarkan kewenangan Desa , 
lam un_tuk membiayai : 
a. kegiatan prioritas penanganan stunting; 
b. kebutuhan penguatan kapasitas bagi KPM; 
c. pemantauan layanan; ali a sosial rapat 
d. fasilitasi musyawarah/diskusi kelompok terarah, an s 

rutin RDS; 
e. operasional RDS; 
f. insentif KPM; 
g. operasional KPM; . 1 tr nic Human 
h. pengadaan Handphone untuk aplikasi e ec O 

Developmant Worker (eHDW) yang dikelola oleh KPM; 
1. pengadaan tiker petumbuhan;dan 

J. rembuk stunting. 
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Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
Hukum Adat 

Kepala Bidang Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat 

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat l 
dan Desa 
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